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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia, terutama di Indonesia
sejak medio 1997 telah menimbulkan kesulitan yang maha dahsyat terhadap
kemampuan perekonomian negara ini terutama di sektor riil. Kelangsungan kegiatan
ekonomi secara de facto sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga
kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor menjadi
berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayar lagi.
Penyelesaian masalah hutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka
pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien. Untuk itu pula peraturan mengenai
kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang
menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.
Sebelum berlakunya Perpu mengenai Kepailitan (Perpu nomor 1/1998 tgl. 22
April 1998 berlaku efektif tgl. 22 Agustus 1998), maka masalah utang piutang telah
diatur dalam Undang — undang tentang Kepailitan atau Faillissements — Verorderning
yang diundangkan dalam Staatsblad tahxm 1905 nomor 217 juncto Staatsblad tahun
1906 nomor 348. Undang — undang ini secara umum dapat dikatakan bahwa prosedur
yang diatur di dalamnya masih memadai, tetapi karena hampir tidak pernah dipakai,
maka secara materiil mekanismenya kurang efektif dan kurang teruji. Sedang
lembaga pendukungnya tidak terlatih untuk melaksanakan Undang — undang itu,
sehingga akibatnya perundang — undangan tersebut lumpuh.



Kepastian hukum dalam kaitannya dengan hukum kepailitan, selain terkait
dengan keberadaan peraturan kepailitan juga terkait dengan praktisi/pelaksana
penegakan hukum kepailitan. Di samping Hakim Pengadilan Negeri/Niaga juga ada
Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Lembaga Kejaksaan sebagai instansi/lembaga
terkait dalam penegakan hukum kepailitan.

Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai
dengan KEPJA nomor : KEP-039/J.A/4/1993 tanggal 1 April 1993 Tentang
Administrasi Perkara DATUN dan surat edaran JAM DATUN nomor @ B-
039/G/4/1993, tanggal 27 April 1993 Tentang Sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi
Jaksa yang melaksanakan tugas DATUN, maka istilah resmi yang digunakan para
Jaksa dalam melaksanakan tugas serta fungsi DATUN adalah Jaksa Pengacara
Negara (JPN) dan diatur juga pada Pasal 27 ayat (2) Undang — undang nomor 5
Tahun 1991 tentang Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan sekarang diatur
dalam Pasal 32 Undang — undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Kejaksaan Republik Indonesia.’

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, fungsi Lembaga Kejaksaan
dilaksanakan dengan melakukan kegiatan — kegiatan bantuan hukum, penegakan
hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Tata cara
pelaksanaan kegiatan — kegiatan tersebut diatur dalam instruksi Jaksa Agung nomor :
INS-01/Q/12/1992, nomor : INS-02/Q/12/1992 dan nomor : INS—03/Q/12/1992.2
Apabila dicermati lebih lanjut ada persamaan antara fungsi Lembaga Kejaksaan
dalam penegakan hukum pidana dengan fungsi Lembaga Kejaksaan dalam hukum

| Suhadibroto, Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,
(Jakam; : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung R 1., 1994), hal. 154,
Ibid



perdata khususnya dalam bidang hukum kepailitan, dimana keduanya berasal dan
peraturan perundang — undangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang — undang nomor 37 Tahun 2004,
Wewenang Lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum kepailitan tercantum bahwa
permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh pihak Lembaga Kejaksaan demi
kepentingan umum. Fungsi Lembaga Kejaksaan untuk mengajukan kepailitan demi
kepentingan umum akan membantu proses penegakan hukum. Pengertian
kepentingan umum mencakup arti yang sangat luas. Pengertian kepentingan umum
dalam hal tertentu tercantum dalam banyak peraturan perundang — undangan, akan
tetapi tidak ada ketentuan peraturan perundang - undangan yang memberikan
pengertian kepentingan umum yang berlaku secara umum. Di dalam Peraturan
Pemerintah nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk
Kepentingan Umum, pengertian kepentingan umum belum dirumuskan secara rinci.
Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun
2000, yaitu - |

“Apabila Lembaga Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit,

maka dengan sendirinya Lembaga Kejaksaan akan bertindak demi dan untuk

kepentingan umum”.

Contohnya kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain :

a. Debitor melarikan din;

b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayan;

¢. Debitor mempunyai hutang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan
usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.

d. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian
masalah hutang — piutang yang telah jatuh-waktu dan atau,



e. Dalam hal lainnya yang menurut Lembaga Kejaksaan merupakan
kepentingan umum.
Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan terhadap banyak orang

yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ilmiah ini, adalah :

1) Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan
berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

2) Bagaimana ketentuan dan kebijakan yang mengatur kedudukan tugas, peran dan

fungsi kejaksaan khususnya dalam menangani perkara kepailitan.

C. Tujuan Penelitian
Identifikasi permasalahan tersebut di atas diteliti dengan maksud untuk

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan
dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia. .

oA 'Menganalisis ketentuan — ketentuan dan kebijakan — kebijakan yang mengatur
kedudukan, tugas, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan, khususnya dalam
menangani perkara kepailitan dengan kedudukan tugas, peran dan fungsi
Lembaga Kejaksaan tersebut.

i ; RS R
. et

3 L ihat Penjelasan Pasal 1 PP. No. 17 Tahun 2000



D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
mengembangkan pemikiran tentang tugas, wewenang, tanggung jawab dan
independensi Lembaga Kejaksaan khusus menangani perkara kepailitan berdasarkan
kepentingan umum.

Secara praktis, penelitian ini ditujukan bagi kalangan Lembaga Kejaksaan
maupun masyarakat pencari keadilan yang hak — haknya telah dirugikan oleh orang
per orang ataupun person maupun badan hukum serta mencari solusi yang tepat dari
permasalahan penataan kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara
kepailitan di Indonesia khususnya mengajukan permohonan kepailitan demi

kepentingan umum.

E. Kerangka Teori

Pengertian independensi sebenamya tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas.*
Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak
yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu’
Dengan demikian akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan
pengawasan melalgi distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah
sehingga mengmangi penumpukan kekuasaan sekaligus mehciptakaﬁ vkondisi saling
mengawasi (check and balance system)®

4  Masyarakat Transparansi Indonesia. Awww. i.or.id/agen nda2/

seri_dialog/ diskusi_panel.btml), diakses terakhir pada : 12 Desember 2003. (Diskusi Panel :
Menyoroti Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

120.
§ Inu Kencana Syafiie, Op. cit. hal. 128.

5 Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, (Bandung : Mizan, 1998), hal. 107- ~~



Dengan adanya mandat yang diberikan, bukan berarti seseorang dapat
melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa adanya batasan apapun. Bagaimanapun
ja harus mempunyai batasan yaitu pertanggungjawaban atau dalam hal ini adalah
akuntabilitas.’

Kinerja Lembaga Kejaksaan® ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai
1 faktor, diantaranya yaitu
},! 1) Jaksa Agung
2) Jaksa sebagal pejabat fungsional.

3) Orgamsa51

Dalam hubungan ini tidak ada maksud untuk mengabaikan faktor — faktor
yang lain, tetapi peneliti memilih tiga faktor tersebut karena ketiga faktor itu paling
1 dominan menentukan atau setidak — tidaknya sangat mewarnai kinerja Lembaga
Kejaksaan. Tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah sebagai pimpinan dan
penanggung jawab tertinggi Lembaga Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan
tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan.'’

Dari berbagai peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat
disimpulkan, bahwa tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan meliputi
1) Penuntut umum
2) Penyidik tindak pidana tertentu;

3) Mewakili negara/pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara;

4) Memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah;
5) Mewakili kepentingan umum. "'

7 Suara Merdeka, Rabu, 5 Desember 2001.

8 Kinerja Lembaga Kejaksaan Agumg Lemah, (hitp.//www.dpr.go.id/berita/press/19-
23 A%20 LEMBAGA KEJAKSAAN.htm), diakses terakhir pada : 2 Januari 2004.

(_tmg [lwww.64.58.761 36/§mchlcacha‘7ﬁa_kg+mandm&erU'I’F—url~ELT7rL81ﬂllC WWW.
komisihukum.go.id/profil/subadibroto.htm), diakses terakhir pada : 4 Januari 2002.

™ Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang — undang nomor.5 tabun 1991 jo Keppres nomor 55 tahun
1991.

" Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi, (http://www.geocities.com/

tapakkaki2002/undang2 htm), diakses terakhir pada : 22 November 2002.




megginx;ntarisasi hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan

Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan tersebut sangat luas menjangkau
area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang
sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin  dan dikendalikan  serta
dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh
karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara menjadi sangat krusial
(vitally important), lebih — lebih saat ini, dimana negara sedang dalam proses
reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.

Pengadilan Niaga adalah sesuai dengan letentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-
undang Kepailitan nomor 37 Tahun 2004 mempunyai makna yakni Pengadilan yang
berwenang untuk memeriksa, memutus perkara perniagaan. Maka sehubungan
dengan hal tersebut perkara niaga adalah perkara yang menyangkut tentang

perniagaan.

F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka sifat penclitian yang sesuai untuk
penelman lm adalah deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan independensi

Lembaga Ke]aksaan di Indonesia dalam mengajukan permohonan kepailitan.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang
dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan — bahan kepustakaan atau

'E';‘ b o
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mengacu kepada norma — norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang —
‘ undangan, putusan Pengadilan dan pendapat ahli hukum atau mengkaji data sekunder.
3. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dalam penelitian hukum nommatif yang
menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan kepada data sekunder,
yakni :
; 1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
-;, Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa perundang —
3 | undangan, karya ilmiah, putusan Pengadilan, hasil penelitian, majalah dan
3 dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2) Mengadakan wawancara (Depth Interview) kepada Jaksa Pengacara Negara
ic. Cirus Sinaga dan Edward Malau, yang mengajukan permohonan
‘ kepailitan ke Pengadilan Niaga Medan yang bersifat menunjang penelitian
kepustakaan yang juga dimaksudkan untuk menambah kekuranglengkapan
data studi kepustakaan.
Adapun bahan kepustakaan yang digunakan dapat dibagi dalam beberapa
kelompok, yaitu
1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang — undangan, dalam hal ini
adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Lembaga Kejaksaan, UU No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan, PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit
Untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan lainnya dan

- ketentuan lain yang berkaitan dengan Lembaga Kejaksaan, Perseroan
Terbatas dan Kepailitan.




T, "

2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum
primer, dalam hal ini hasil penelitian para ahli, pendapat ahli hukum,
pendapat Jaksa Pengacara Negara ic. Cirus Sinaga dan Edward Malau,
yang pernah menangani perkara niaga serta putusan pengadilan yang
berkaitan dengan masalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab Lembaga
Kejaksaan i.c. Perkara No. 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Medan

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjclasaﬁ terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal
ini Kamus Hukum Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan terlebih
dahulu mengadakan studi dokumen yang kemudian melakukan inventarisasi dan
sistematisasi putusan Pengadilan Niaga sesuai dengan permasalahan yang
dikemukakan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, dilakukan
wawancara secara langsung dan terarah (Depth Interview), menggunakan pedoman
wawancara yang dipersiapkan sebelumnya.
5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
diramuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data."

Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang

terkumpul melalui wawancara (Depth Interview) secara langsung dan terarah.

i, alien. i . b . wine S0

12§ exy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya,
2002), hal. 103.
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Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
deduktif dan induktif, yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis
untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu kata — kata dibangun dan hasil
studi kepustakaan dan wawancara terhadap data yang dibutuhkan untuk
dideskripsikan dan dirangkum.

T SN

13 Sudikno Mertokusumo, Bab — Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, 1993), hal. 14




. < Indoensia, (Depok, 2000), hal. 119,

BABII

SEJARAH KEJAKSAAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Sejarah

Sejarah Jaksa' Indonesia berawal di pertengahan abad kesembilan belas
sewaktu pemerintah jajahan Belanda mengundangkan IR (Inlandsh Reglement, atau
(“Reglemen Bumi Putera”), dan RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie, atan
“Reglemen Organisasi Peradilan”). IR merumuskan antara lain, hukum acara pidana,
sedangkan RO merumuskan badan penuntut umum 'S pada Pengadilan Bumi Putera
maupun Pengadilan Golongan Eropa di Hindia Belanda.'®

IR pada tahun 1941 menjadi HIR (Herziene Inslanch Reglement, atau
Reglemert Bumi Putera yang Diperbaharui) dan kemudian menjadi “Reglement
Indonesia yang Diperbaharui”. HIR mengatur hukum acara perdata dan hukum acara
pidana untuk Pengadilan — pengadilan Bumi Putera sedangkan Jaksa (magistraat)
pada Pengadilan tersebut berada di bawah tangan Residen atau Asisten Residen di
Kabupaten — kabupaten. Jabatan — jabatan tadi diperuntukkan bagi orang — orang
Belanda dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Setiap magistraat membawahi

beberapa jaksa (Bumi Putera).

4 Tapo Santoso, Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan, Pusat Studi Peradilan Pidana

15 R Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelim Perang Dunia ke TI, (Sakarta : Pradnya
Paramita, 1997), hal. 136.
16 Ibid, hal. 136.
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Sebaliknya, badan penuntut umum untuk Pengadilan Golongan Eropa,
dipimpin oleh Procureur General, yaitu Jaksa Agung Hooggerechishof yaitu
Mahkamah Agung Hindia Belanda di Batavia.'” Dibawah Jaksa Agung adalah para
Officieren van justitie, sebab itu badan penuntut umum ini termasuk korsa pegawai
kehakiman (judicia service), bukan pegawai negeri (civil service).

Menurut Undang — Undang, tugas kedua badan penuntut umum itu adalah
mempertahankan undang — undang, melakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan,
menuntut kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan pengadilan pidana.'®

Fungsi lembaga Kejaksaan pada masa Pemerintahan Kolonial antara lain
adalah, fungsi mengadili perkara dan fungsi untuk menerima dan mempersiapkan
perkara. Kedudukan Jaksa yang berada di bawah Asisten Residen berdasarkan
Inlandsch Heglement (IR) Sto. 1848 No. 16, secara formal diubah dengan

diundangkannya Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Sth. 1941 No. 44.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia setelah keluarnya Undang -
undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, atau dikenal Kitab
Undang undang hukum acara pldana. Pemangkasan kewenangan itu dilanjutkan
dengan dlbentulcnya Undang — undang “'No' 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Kitab Undang - undang hukum acara pidana dibentuk

berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana modern pada intinya menyatakan

E5E

(Jakarta : Smar Grafika Oﬁsel, 1996), hal 31.
Y8 X Wantjik Saleh, Intisari Yurisprudensi Pida ra dan perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita,
1985), hal. 40,
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bahwa, usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dan
usaha penegakan hukum, khususnya hukum pidana.'9

Secara keseluruhan mengenai tugas — tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi

dua bidang, yaitu, pertama, Tugas Yustisial, dan kedua, Tugas Non — Yustisial. Jika
diperhatikan, tugas Kejaksaan yang terpangkas hanyalah tugas di bidang penyidikan
dan penyelidikan, dalam tindak pidana umum yang masuk dalam bidang Tugas
Yustisial.

Meskipun demikian Tugas Yustisial Kejaksaan sebenarnya bertambah,
berdasarkan Undang — undang No. 5 Tahun 1991 jo. Undang — Undang No. 16 Tahun
2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai pengacara pemerintah atau negara.
Pasal 27 ayat (2) Undang — undang No. 5 Tahun 1991 menyatakan bahwa, “Di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di
dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Tugas ini sekarang dipertanyakan pihak — pihak yang mempunyai kepentingan
(dengan tugas ini) dengan argumennya bahwa, tugas ini merupakan salah satu

 indikasi bahwa Kejaksaan merupakan alat pemerintah.

B. Jaksa dan Kejaksaan
Kejaksaan” adalah merupakan suatu institusi penegak hukum, sedangkan

Jaksa®' adalah person atau pribadi yang berada dalam lingkup kejaksaan yang diberi

i it o P

1 Djoko Prakoso, Studi Tentang Pendapat — pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di
Indonesia Dewasa Ini, cet. Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 13.
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tugas — tugas khusus untuk melakukan penuntutan dan penyidikan dalam perkara -
perkara tertentu (vide, Pasal 30 Undang — undang No. 16 Tahun 2004).

Keberadaan Kejaksaan di dalam perjalanan kehidupan kenegaraan Rl seperti
telah dijelaskan di atas, pernah berada di lingkungan kekuasaan yudikatif pada masa
kerajaan dan sebelum kemerdekaan. Dimaksud dengan kata Adhyaksa yang khas
Indonesia terutama adalah hakim, berlainan dengan Jaksa saat ini yang penuntut
umum. Kedudukan dan fungsi Jaksa diatur dalam Undang — undang tentang

Kejaksaan RI, dan berbagai peraturan perundang — undangan yang lainnya.

C. Hubungan antara Akuntabilitas dan Independensi
Independensi berarti Independence, adalah kebebasan, kemerdekaan.
Independent, adalah merdeka, bebas, tidak dipengaruhi orang lain. Sedangkan
mandiri,2? juga mempunyai arti yang hampir sama dengan independen tersebut, yakni
mandiri, adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain,
sedangkan kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa
bergantung pada orang lain.
“ Guy Peter membagi tipe akuntabilitas menjadi 3 hal, yaitu akuntabilitas
keuangan, akuntabilitas administratif dan akuntabilitas publik? Selain ity

pembagian jenis akuntabilitas juga dapat dilakukan menjadi :

2 R Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, cet. ke - 3, (Jakarta : Pradnya
Paramita, 1978), hal. 153.

2 Sahesodji, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Administrasi Peradilan di Indonesia
(Desertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Iimu Administrasi), (Jakarta : 1973), hal. 170. i

22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 1. Ketiga, (Jakarta :
Balai Pustaka, 2001).

2 (hitp/fwww latin.or.id/info/lpiflpi3.htmi), diakses terakhir pada : 1 Januari 2003.
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Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan.

Akuntabilitas keuangan melalui perlembagaan budget dan pengawasan.
Akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan
pengembangan perangkat hukum.

4. Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan
dalam suatu S)emerintahan yang demokratis tanggung gugat rakyat melalui sistem
perwakilan. 2

12 B0

Adanya pembagian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak sekedar
pertanggungjawaban biasa, melainkan juga suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
kesesuaian tindakan yang telah dilakukan dengan ukuran nilai — nilai atau norma.?®

Independensi menunjukkan adanya kebebasan bagi penerima mandat untuk
melakukan tugasnya dan dapat dilihat baik secara struktural dan finansial. Namun di
lain pihak pelaksanaan kebebasan tersebut haruslah tetap dibatasi dan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan memiliki kesesuaian baik secara hukum, finansial,

struktural, fungsional, dan profesional.

% Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Administrasi Publik, (Jakarta : MIA ~ UNKRIS, 2001),

hal. 45 - 49.
% AKHLAQ, Yatno, (hitp: els.da). net/mushola/tarbi i htmi), diakses
terakhir pada ; 23 Mei 2003.
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BAB I

INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Peran Jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum,
: bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu
wujud penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum
yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subyek hukum seperti yang tertera pada
Undang — undang No. 5 Tahun 1991, UU No. 16 Tahun 2004, jo. Keppres No. 55
Tahun 1991 dan peraturan perundang — undangan Kejaksaan lainnya.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenamnya sangat luas menjangkau area
hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat
luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh
seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung **

Pentingnya pemahaman atas peran dan kedudukan independensi Kejaksaan
telah menjadi pemikiran masyarakat internasional. Kerjasama yang dilakukan antar
negara — negara di dunia juga sangat mempengaruhi perkembangan pengaturan
kedudukan Kejaksaan® Dari pertemuan yang dilakuka@ negar;. - neg;ra peserta
kerjasama saling bertukar pikiran. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dapat diperoleh

dan memberikan masukan bagi para pembuat undang — undang.

ey

"% §uhadibroto, Op.c it hal. 2. W
25 The 2™ Conference of Attorney General of the Asia Pacific Region (Seoul Republic of Corea
pada tanggal 3 — 6 September 1990).
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A.  Organisasi

Akuntabilitas Kejaksaan RI adalah perwujudan kewajiban Kejaksaan RI untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara
periodik. Perlu diketahui bahwa pengertian akuntabilitas ini berbeda dengan
pengertian akuntabilitas yang dimaksud pada Pasal 3 angka 7 Undang — undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang — undang ini, akuntabilitas tidak
dilakukan secara periodik tetapi hanya pada saat penyelenggara negara tersebut
berakhir jabatannya.

Pertanggungjawaban kinerja Kejaksaan RI tersebut memerlukan partisipasi
masyarakat karena sudah saatnya masyarakat diberi peran untuk mengawasi kinerja
Jaksa Agung RI dan jajarannya. Hal ini sehubungan dengan adanya anggapan bahwa
selama ini fungsi pengawasan fungsional eksternal, baik BPK maupun BPKP masih
terbatas jangkauannya, sehingga produk yang dihasilkan dianggap sempit dan
sektoral, belm menyentuh substansi fungsi yudisial.

G it i aayanakat ik - Seame IR TR
sebagai institusi penegak hukum sudah diwadahi dalam bentuk Komisi Kejaksaan
(vide, PAsal 38 Undang — undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI jo.

Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan RI).
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B. Independensi Kejaksaan

Kejaksaan adalah Lembaga yang Independen atau mandiri®® dari Lembaga
penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik.
Kemandirian Kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan Interdependensi
Kejaksaan dengan Lembaga lain melainkan lepas dari segala bentuk intervensi.
Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal,
yang memiliki dampak Kemandirian secara personal terhadap aparatur Kejaksaan
dalam menjalankan fungsi Penuntutannya.”’

Akuntabilitas® sering dikaitkan dengan upaya mewujudkan suatu
pemerintahan yang demokratis. Salah satu prasyarat mewujudkan demokrasi itu
adalah civil society yang terwujud kalau ada akuntabilitas negara (state

accountability)” Akuntabilitas itu ada atau tidak ada bergantung pada kesadaran,

semangat, dan visi politik masyarakat.
Penerapan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan
publik dan pembangunan (program accountability), pembiayaannya (fiscal

! accountability), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (process accountability)

% Tri Rahadian. (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

! Integrated Prosecution Justice System, Suatu ﬁnjawm Terhadap Pelaksanaan Penuntutan
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (http.//www .ipjs.com), diakses terakhir pada : 6 Maret
2003,

: Jaramerdeka as6.htm), diakses terakhir pada : 3. Maret

2003, Mardlasmo(2002 226) ‘

D | ihat dalam (http://www.suaramerdeka.co.id), diakses terakhir pada : 9 Juli 2003. Adi
Ekopriyono, Akuntabilitas DPR(D).
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sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin

sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome accountability).

Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara
normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang — undang mengenai
Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam
Pasal 30 Undang — undang No. 16 Tahun 2004 :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a.
b.

Melakukan penuntutan,

Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang —
undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut

- menyelenggarakan kegiatan :

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengamanan peredaran barang cetakan;

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara,

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal *°

301 ihat Ketentuan Undang — undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

“JERPUSTAKAAN |
| O7[LP[Fs 02/ 2068
IAIN-SU |
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Selanjutnya, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan
dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit
atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan
tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal — hal yang dapat
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang — undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan
wewenang tersebut dalam undang — undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan
wewenang lain berdasarkan undang — undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina kerja sama
dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi
lainnya.! Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

" penjelasan Pasal 33 menyatakan : adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara
terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membmﬂteqa sama
yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna
mewujndkan sistem peradilan pidana terpadu.



BAB IV
FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN
DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

A. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang -

undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Terdapat empat kewenangan Kejaksaan dalam Undang - undang No. 37

Tahun 2004, yaitu :

3

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang — undang No. 37 Tahun 2004, bahwa

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1a) Undang — undang No. 37 Tahun 2004, bahwa

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan agar pengadilan meletakkan sita

jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dalam perkara

kepailitan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1b) Undang — undang No. 37 Tahun 2004 bahwa

Kejaksaan dapat menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :

1) Pengelolaan usaha debitor; dan

2) Pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor
yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Undang — undang No. 37 Tahun 2004 bahwa

dalam hal pengadilan memerintahkan agar debitor pailit ditahan, pelaksanaan
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(eksekusi) perintah tersebut dilakukan oleh Kejaksaan yang ditunjuk oleh Hakim
Pengawas.ll7
Dalam penelitian ini hanya meneliti tentang kewenangan lembaga Kejaksaan
dalam mengajukan permohonan kepailitan atas dasar kepentingan umum. Adapun
pengertian kepentingan umum :

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang — undang No. 37 Tahun 2004,
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan
umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara
dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

a) Debitor melarikan diri,

b) Debitor menggelapkan bagian dan harta kekayaan,

c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan
usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat,

d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas,

e) Debitor tidak bentikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan
masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau

f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.'**

b. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Huruf ¢ Undang — undang Kejaksaan, yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepenf{ﬁgan bangsa dan negaré
dan/atau kepentingan masyarakat luas.

7 pasal 93 Ayat (1) : Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah
itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih
dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik di
Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas. 4 2 s

« Ayat (2) : Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Jaksa
yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

118 ihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) : Undang — Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
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Keadaan — keadaan yang tercakup dari pengertian kepentingan umum tersebut
belum bersifat limitatif, terlihat dari Huruf f) yang memungkinkan keadaan — keadaan
lain apabila lembaga Kejaksaan menganggapnya sebagai kepentingan umum. Jadi,
penilaian atau batasan kepentingan umum diserahkan kepada lembaga Kejaksaan.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000
menyatakan bahwa wewenang lembaga Kejaksaan untuk mengajukan pernyataan
pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Pada pasal berikutnya
disebutkan bahwa permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan
lembaga Kejaksaan ke Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pemyataan pailit dengan alasan

kepentingan umum, apabila :

a) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar sedikitnya
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan

b) Tidak ada pihak yang mengajukan pernyataan pailit.

Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat
melaksanakannya atas inisiatif sendin (independen) atau berdasarkan masukan dari
masyarakat, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah
seperti Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan.

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum mempunyai
peran yang cukup besar sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan hukum

pidana maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus di

“»* bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping itu, lembaga Kejaksaan mempunyai

wewenang berdasarkan undang — undang yang tersebar dalam berbagai peraturan.
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Salah satu wewenang Kejaksaan di luar sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa
Pengacara Negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang — undang Kepailitan, dimana
disebutkan bahwa : “Permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan
untuk kepentingan umum”, lebih lanjut wewenang Kejaksaan tersebut dijabarkan
dalam Peraturan Pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17
Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan Pasal 20 Keppres No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa, Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah
guna menyelamatkan kekayaan negara dan m<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>